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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    232     TAHUN 2019 

TENTANG 

PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA 

BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL 
TAHUN 2019 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa masa pemulihan atau rehabilitasi akibat bencana 
banjir, tanah longsor dan angin kencang yang terjadi pada 

tanggal 17 Maret 2019 sampai saat ini belum dapat 
diselesaikan sepenuhnya, sehingga status transisi darurat 

ke pemulihan perlu dilakukan perpanjangan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul 
tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan 
Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Anging Kencang di 

Kabupaten Bantul Tahun 2019; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://toniasui.wordpress.com/2011/10/28/mengapa-lambang-negara-kita-garuda-grafis-sangat-melekat-dalam-kehidupan-kita/&ei=iz5pVJ-PCcW8uATQr4KYDg&bvm=bv.79142246,d.c2E&psig=AFQjCNHQVM5SsP


2 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 
 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 24 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Operasi 
Darurat Bencana; 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 
62); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 101); 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERPANJANGAN 
STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA 

BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI 
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019. 
 

KESATU  Memperpanjang Status Transisi Darurat ke Pemulihan 
Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 mulai tanggal 5 Mei 2019 
sampai dengan 4 Agustus 2019. 
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KEDUA  Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk 
mengkoordinasikan Perangkat Daerah, dalam rangka 
melaksanakan kegiatan upaya pemulihan akibat bencana 

banjir, tanah longsor dan angin kencang Tahun 2019. 
 

KETIGA  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 3 Mei 2019 

 

BUPATI BANTUL, 

ttd 

SUHARSONO 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul; 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 


